
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
67571;

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tenlang Kabupaten
Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taltun 2024 Nomor 333, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 7084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Ta
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungu
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tenlang

i<;;.i"; Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

&.iib;; N"g;" Reiublik lndonesia rahun 2o23 Nomor

bT il*t.rt." Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6881);
iJ.1.*."r, Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun

Zoii t it^nePajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

O""."i, Xabiupaten Tana Toraja Tahun 2924 Nomor 1'

i"*U"fr." f,"rrrU.t"t Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor

36);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN

iBidallpantaN INSENTIF PEMUNcUTAN PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

t. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja'
;. F;;;"t"h Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom'
3. Bupati 

"aaUt 
Bupati Tana Toraja'

4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan

Daerah KabuPaten Tana Toraja'
5. Kepd" Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah

KabuPaten Tana Toraja.
6. eejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang perpajakari dan/atau retribusi daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan' 
-7. iaiJt Oaerah yang sel mjutnya disebut Paj ak adalah

kontribusi wajiU tepaaa Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau 6adan yang bersifat memaksa berdasarkan
tJndang-Undang, dingan tidak mendppatkan imbalan

*.""r" Iut g"r.tg a.t digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesir-besarnya kemakmuran rakyat'

8. niiAUusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

Menetapkan

adalah pungutan Daerah sebagar pembayaran atas Jasa
atau pemberian izin tertentu Yang khusus disediakart
danl atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
Kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau

Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusl yang

terutang samPai kegiatan
Retribusi kePada Wajib Pajak
pengawasan Penyetorannya.

Penagihan . Pajak atau
atau Wajib Retribusi serta
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Pasal 2

(1) Insentif pemungutan pqjak daerah dan retribusi daerah
diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi.

l2l Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk meningkatkan :

a. kinerja instansi;
b. semangat keqja bagi pejabat dan pegawai instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat'

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara
proporsional dibayarkan kePada:
a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana Pemungut

pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab
pengelolaan keuangan daerah ;

c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola
Keuangan Daerah;

d. Pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat
kelurahan dan kecamatan, camat, lurah dan tenaga
lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana
pemungut pajak; dan

e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana
pemungut pajak dan retribusi.

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

Pasal 3

Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal
triwulan berikutnya.
Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja.
triwulan yang ditentukan.
Dalam hal capaian target kine{a pada akhir tahun
anggararr penerimaan tidak tercapai, tidak
membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk
triwulan sebelumnya.
Dalam hal capaian target penerimaan Pajak dal
Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau
terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian

;t-1
Pasal 4

Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daeta|7)
dihitung dari rencana penerimaan pajak dan retribu$ /
dalam tahun anggaran berkenaan, untuk setiap jerrfC;
pajak daerah dan retribusi daerah yang besarannya
ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(1)
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(3)

(4)

Besarnya insentif pemungutan pajak dan retribusi
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari ta-rget anggaran
Pajak dan Retribusi dalam tahun anggar€rn berkenaan
untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
Besarnya pembayaran Insentif yang diterima oleh
penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan
realisasi penerimaan PAjak dan Retribusi tahun
anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
a. dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat;

b. Rp1.00O.000.000.000,0O (satu triliun rupiah)
sampai dengan Rp2. 500. 000. 000. 000, 00 (dua triliun
lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima
ratus miliar rupiah), sampai dengan
Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus
miliar rupiah), paling tinCCr 8 (delapan) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat; dan

d. diatas Rp7.500.000.000.00O,00 (tujuh triliun lima
ratus miliar rupiah), paling tinggt 10 (sepuluh) kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut pajak
bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) huruf d ditetapkan sebesar 57o (lima persen)
dari besamya Insentif yang ditetapkan pada ayat (2).

Penerima Pembayaran Insentif sebagalmafla dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif sebagimana r

$fr*:"t 
daram pasal4 avat (3) ditetapkan dengan Kenutusanf

Pasal 5

Pasal 6

Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
deFat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan
mengenal remunerasr.

Pasal 7

Sumber pembiayaan pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan
Retribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetaokan di Makale
(?"a":art*la 3t D€s

-/qf;uner rANA ToRAJry
THEOFILUS ALLORERUNG

S

di Makale
3l Dat aot4.

DAERAH TI6UPNIBU TANA TORA*IA,S

RUDHY LOI.o
BERITA D KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2024 NOMOR .3O


